
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa ka li 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Da na 
Pe rim bangan; 

2004 ten tang Tahun 1 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenlang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 
Perbendaharaan Negara; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 71 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengclola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah dc111 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati ten tang 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung; 

BUPATI TEMANGGUNG, 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR: 900/ 11 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PROVINS! JAW A TENG AH 

GGUNG u 

· Mengingat 

Menimbang 



Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung 
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 
Aset Daerah Kabupaten Temanggung. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini 
mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah; 
b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan da n 
Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah 
diatur dalam Peraturan Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupalen 
Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 ten Lang Pembenlukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Ka bu paten Temanggung Tahun Anggaran 2021; 

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; 

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tah un Anggaran 
2021; 

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun Anggaran 2021; 

KE DUA 

Menetapkan 
KESA TU 



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Bupati Temanggung; 
2. Wakil Bupati (sebagai bahan pengawasan); 
3. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung; 
4. Inspektur Kabupaten Temanggung; 
5. Pimpinan PT Bank BPD Jawa Tengah Cabang Temanggung; 
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal t Ii•• 

KELI MA 

KEEMPAT 

KETIGA 

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan 
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan keterituan 

per a tu ran perundang- undangan. 
Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 
Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Dik turn 
KESATU bertanggung jawab kepada Bupati. 
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. 
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan 
Bupati Temanggung Nomor 900/ 11 Tahun 2020 tentang Kepala 
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Temanggung sebagai Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 
2021. 

KEEN AM 


